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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penelitian
Negara Indonesia adalah negara yang sedang giat-giatnya melakukan pembangunan demi mensejahterakan dan memakmurkan kehidupan masyarakatnya. Ini sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan sangat diperlukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di negara bersangkutan. Untuk melaksanakan program pembangunan yang dilakukan di berbagai aspek kehidupan serta untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan, sudah tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit. 
Dana yang didapat untuk melaksanakan pembangunan dan mejalankan pemerintahan tersebut dapat  berasal dari dalam negeri dan dari luar negeri. Namun, karena Indonesia masih mempunyai hutang kepada negara lain yang pada tahun 2009 mencapai Rp 1.618,54 triliun maka pemerintah tidak bisa terus bergantung pada pinjaman luar negeri untuk membiayai pembangunan dan menjalankan pemerintahan. Oleh karena itu pemerintah memberdayakan potensi sumber daya manusia yang ada, yaitu perkiraan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2009 meningkat 1,29%. Sebelumnya pada tahun 2005 penduduk Indonesia berjumlah 220 juta jiwa, pada tahun 2009 menjadi 231 juta jiwa. Hal ini merupakan potensi sumber daya yang dapat memberikan pasokan dana cukup besar kepada pemerintah terutama dari hasil pemungutan pajak.  
Departemen Keuangan Indonesia, Direktorat Jenderal Anggaran, mengatakan bahwa, Pemerintah terus berupaya agar  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dalam rangka mendukung terwujudnya perekonomian nasional berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawaskan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Pendapatan negara dari  penerimaan APBN sampai dengan bulan April 2009 adalah berasal dari penerimaan Perpajakan yang antara lain terdiri dari penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp50,98 triliun atau 20,4%, Pajak Penghasilan (PPh) Rp90,71 triliun atau 25,38%, penerimaan Bea Cukai Rp17,2 triliun atau 34,8%. Sementara itu penerimaan negara dari sektor bukan pajak (PNBP) Rp32,76 triliun atau 12,65% dari target Rp258,9 triliun (www.tempointeraktif.com). 
Dari uraian diatas jelas sekali terlihat, pendapatan negara yang terbesar adalah dari sektor pajak. Ini membuktikan bahwa pajak sangat berperan aktif  dalam pembangunan dan pelaksanaan pemerintahan di Indonesia serta untuk membayar utang-utang luar negeri. Untuk tahun 2009 indonesia telah berhasil membayar bunga utang luar negeri dengan menggunakan dana APBN sebesar Rp 93,8 triliun. Sedangkan realisasi dana penerimaan pajak untuk pembangunan yang telah tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tahun 2008 saja yang menjadi prioritas adalah untuk peningkatan investasi, ekspor, dan kesempatan kerja; revitalisasi pertanian, perikanan, kehutanan, dan pembangunan pedesaan; percepatan pembangunan insfrastruktur dan peningkatan pengelolaan energi; peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan; Peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan; pemberantasan korupsi dan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi; penguatan kemampuan pertahanan dan pemantapan keamanan dalam negeri dan penanganan bencana, pengurangan risiko bencana dan peningkatan penanggulangan flu burung.
Kesadaran pemerintah akan besarnya potensi pendapatan negara dari sector pajak, membuat pemerintah berusaha untuk terus meningkatkan pendapatan pajak tahun demi tahunnya. Salah satunya adalah dengan adanya perubahan sistem pemungutan pajak, yaitu diberlakukannya Self Assesment System dari tahun 1984. Self Assesment System ini merupakan sistem pemungutan pajak yang mana pemerintah memberikan wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk aktif menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak tertanggungnya. Tujuan pemerintah menerapkan self assessment system sebagai system pemungutan pajak, adalah untuk mempermudah para Wajib Pajak (WP) dalam memenuhi kewajiban Perpajakannya, akan tetapi ada juga Wajib Pajak (WP) yang malah memanfaatkannya, karena dari proses menghitung, menyetor dan melapor dilakukan sendiri, memberikan kesempatan untuk dapat memanipulasi jumlah pajak tertanggungnya. Selain itu, kesalahan dalam mengitung besarnya pajak tertanggung ataupun kesalahan dalam menggunakan peraturan Perpajakan, karena sering mengalami perubahan.
Untuk dapat menghindari hal-hal di atas, maka pemerintah memerlukan suatu kegiatan yang dapat mengawasi pelaksanaan dari self assessment system tersebut, agar dapat berjalan dengan baik sehingga kemungkinan terjadinya kesalahan dalam mengitung besarnya pajak tertanggung ataupun kesalahan dalam menggunakan peraturan Perpajakan dan tindak pidana dalam Perpajakan dapat segera ditindaklanjuti. Kegiatan  tersebut adalah dilakukannya pemeriksaan pajak kepada Wajib Pajak (WP) yang mengajukan Surat Keterangan Lebih Bayar (SKPLB) dan kepada Wajib Pajak (WP) yang diprediksi melakukan tindak pidana Perpajakan. Selain sebagai alat untuk mengawasi jalannya self assessment system yang telah diterapkan, tujuan lainnya dari pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan dalam rangka memberi kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada Wajib Pajak  serta dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan.
Selain menerapkan self assessment system sebagai sistem pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, pemerintah juga baru-baru ini melakukan beberapa Reformasi Perpajakan yaitu :
a. Reformasi Sruktur Organisasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang terdiri dari:
1. Adanya fungsi baru pada kantor modern Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yaitu fungsi Account Representative (AR).

2. Adanya perubahan jenis kantor dengan adanya penggabungan antara Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB), Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa), menjadi satu kantor yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
b. Reformasi Proses Bisnis, yang terdiri dari :
1. Reformasi Metode Kerja yaitu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menggunakan teknologi informasi dan komunikasi terkini.
2. Reformasi pada Prosedur yaitu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menulis ulang Standard Operating Procedures (SOP) yang digunakan oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
3. Reformasi pada Sistem yaitu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengembangkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) dengan aplikasi yang berbasis web dan lebih user friendly.
c. Reformasi Manajemen Sumber Daya Mnusia (SDM) yang mencakup, pelaksanaan Account Representative dan pelaksanaan system remunisasi, dimana pegawai di kantor modern mendapatkan tunjangan yang lebih tinggi dibandingkan kantor lain yang belum menerapkan sistem administrasi Perpajakan modern. (www.pajak.go.id) 
 Namun dari beberapa reformasi yang dilakukan pemerintah seperti yang telah diuraikan tersebut, tidak semuanya menjadi lebih baik terutama berkurangnya jumlah petugas pemeriksa (fiskus) pada bagian pemeriksaan pajak. Hal tersebut ditegaskan oleh Darmin, bahwa kekurangan jumlah pemeriksa baru dapat dirasakan setelah Ditjen Pajak melaksanakan Reformasi Perpajakan. Sebelum dilakukan Reformasi Perpajakan, pihak yang bukan merupakan pemeriksa pajak (fiskus) dibolehkan melakukan pemeriksaan pajak. Namun setelah dilakukan Reformasi Perpajakan dan dibuat aturan yang jelas, bahwa hanya pemeriksa pajak (fiskus) yang boleh melakukan kegiatan pemeriksaan pajak, jumlah petugas pemeriksa pajak menjadi berkurang banyak. (Berita Perpajakan : www.pajak.go.id)
Selain itu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga mengakui, bahwa minimnya jumlah petugas pemeriksa pajak (fiskus) telah menyebabkan setoran pajak yang dihasilkan menjadi kurang maksimal. Rasio jumlah pemeriksa pajak (fiskus) di Indonesia hanya 10% dari keseluruhan jumlah pegawai pajak yang ada, yaitu sebanyak 32.000 jumlah pegawai Ditjen Pajak, jumlah pemeriksa pajak (fiskus) hanya sekitar 3.000 petugas, sedangkan jumlah Wajib Pajak (WP) telah mencapai 12,7 juta. (www.pajakonline.com)
Untuk daerah kota Bandung, ketidakseimbangan antara jumlah pemeriksa pajak dengan kasus yang harus diperiksa dan target penyelesaiannya, dapat dilihat pada tabel 1.1.























	 Dari tabel 1.1 di atas, yang menjadi objek penelitian adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying. Ternyata kasus sebelum tahun 2009 yang belum selesai dilakukan pemeriksaan ada sebanyak 61 kasus. Sedangkan untuk tahun 2009 ada 3 jenis pemeriksaan yang akan dilakukan, yaitu : Pemeriksaan rutin, Pemeriksaan khusus dan pemeriksaan dengan tujuan lain. Ketiga jenis pemeriksaan tersebut dilakukan oleh jumlah pemeriksa pajak yang hanya berjumlah 21 petugas.
	Pemeriksaan rutin adalah pemeriksaan yang rutin dilakukan terhadap Wajib Pajak (WP) berhubungan dengan pemenuhan hak dan kewajibannya. Pemeriksaan rutin pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying ini dibagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu : pemeriksaan mencakup all taxes dan single/beberapa jenis pajak. 
	Pemeriksaan rutin all taxes, maksudnya 1 Wajib Pajak (WP) dilakukan pemeriksaan terhadap semua jenis pajak yang ditanggungnya seperti : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Bea Materai. Sedangkan pemeriksaan rutin single/beberapa jenis pajak, maksudnya 1 Wajib Pajak (WP) hanya dilakukan pemeriksaan terhadap 1 atau lebih dari 1 jenis pajak saja yang dianggap perlu dilakukan pemeriksaan, bisa dikarenakan Surat Pemberitahuan (SPT) menunjukkan Lebih Bayar (SPTLB), bisa dikarenakan adanya perbedaan hasil perhitungan Wajib Pajak (WP) dengan petugas pajak dan bisa juga dikarenakan Wajib Pajak tersebut diindikasikan melakukan tindak pidana Perpajakan.
	Pemeriksaan khusus adalah pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan analisis resiko (risk based audit) maksudnya, petugas pajak melakukan penilaian terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) yang beresiko menimbulkan kerugian penerimaan pajak.
	Pemeriksaan dengan tujuan lain pada dasarnya lebih kepada pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan kepada Wajib Pajak yang telah memiliki kewajiban membayar pajak namun belum memiliki NPWP dan untuk penghapusan NPWP kepada perusahaan yang telah bangkrut dan tidak bisa memenuhi kewajiban Perpajakannya serta pengukuhan atau pencabutan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
	Agar lebih jelasnya, penugasan setiap 1 pemeriksa pajaknya dapat dilihat pada tabel 1.2.  








Tabel 1.2
Persentase Perbandingan Antara Jumlah Petugas Pemeriksa dengan Jumlah Kasus Pemeriksaan
	Jumlah Petugas
Pemeriksa
	Jenis Pemeriksaan
	Jumlah Kasus
Pemeriksaan
	Persentase  penugasan
(%)

	21

	Tunggakan pemeriksaan
	61
	2,90%

	
	sebelum tahun 2009
	
	

	
	Pemeriksaan  rutin all taxes
	74
	3,52%

	
	Pemeriksaan  rutin single/beberapa jenis
pajak
	56
	2,67%

	
	Pemeriksaan khusus

	8
	0,38%

	
	Pemeriksaan untuk
	96
	4,57%

	
	tujuan lain
	
	

	
	Total
	295
	14,04%


	
	Dari tabel 1.2, dapat terlihat bahwa persentase untuk per 1 orang petugas pemeriksa pajak mendapatkan tugas memeriksa sebanyak 14 kasus Wajib Pajak (WP) dengan jangka waktu yang diberikan hanya 1 tahun. Hal ini melebihi dari ketentuan yang ada, menurut Mochamad Tjiptardjo dalam 1 tahun tersebut, idealnya 1 orang petugas pemeriksa (fiskus) hanya menangai 8 (delapan) orang Wajib Pajak Pribadi (WP Pribadi), sedangkan untuk Wajib Pajak Badan (WP Badan) hanya menangani 6 kasus.
	Oleh karena itu, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying memerlukan suatu sistem yang dapat mengatur tercapainya target pemeriksaan pajak tiap tahunnya, dengan membuat perencanaan pemeriksaan yang baik sehingga tidak ada lagi tunggakan pemeriksaan pajak untuk tahun berikutnya. Selain itu, perlu adanya suatu sistem yang dapat mengatur besarnya biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pemeriksaan pajak tersebut, agar penerimaan pajak dari hasil pemeriksaan pajak lebih besar dari biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pemeriksaan tersebut. sistem tersebut adalah Sistem Pengendalian Intern (SPI).
	Sistem Pengendalian Intern (SPI) ini pada dasarnya merupakan bagian dari sistem pengendalian manajemen, yang didalamnya mencakup pengendalian-pengendalian yang digunakan oleh suatu organisasi baik swasta maupun pemerintah agar dapat menjamin bahwa tujuan organisasi tersebut dapat tercapai. Tujuan dari Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi serta untuk mendorong efesiensi dan ditaatinya kebijakan manajemen. Seorang pemeriksa (auditor) melakukan penilaian atas Sistem Pengendalian Intern agar dapat menentukan luas lingkup pemeriksaan yang kemudian informasi tersebut akan digunakan sebagai perencanaan pemeriksaan. Adapun unsur-unsur komponen-komponen yang terdapat dalam Sistem Pengendalian Inter (SPI), meliputi : lingkungan pengendalian, penentuan resiko, pengendalian aktivitas, informasi dan komunikasi serta pemantauan.
	Jadi, dengan adanya Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang pada penerapan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying diistilahkan dengan sebutan Standard Operating Procedures (SOP), maka petugas pemeriksa pajak dapat membuat perencanaan pemeriksaan yang lebih baik lagi sehingga target pemeriksaan setiap tahunnya dapat tercapai dengan menggunakan sumber daya manusia yang ada. Perencanaan pemeriksaan ini dapat dilakukan dengan menyusun daftar persiapan-persiapan pemeriksaan pajak. Persiapan pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan sebelum melakukan tindakan pemeriksaan pajak mulai dari mempelajari berkas Wajib Pajak (WP), menganalisi Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak (SPT), mengidentifikasi masalah, melakukan pengenalan lokasi, menentukan ruang lingkup pemeriksaan, menentukan buku dan dokumen yang akan dipinjam serta menyediakan sarana pemeriksaan. Apabila Sistem Pengendalian Intern (SPI)/Standard Operating Procedures (SOP) dalam pemeriksaan pajak dapat dilaksanakan dengan baik oleh para petugas pemeriksanya, maka perencanaan pemeriksaan pajakpun dapat dilaksanakan dengan baik pula, sehingga dapat tercapainya target penyelesaian pemeriksaan setiap tahunnya dan dapat mengatur besarnya biaya yang dikeluarkan dalam melakukan pemeriksaan pajak agar tidak lebih besar dari penerimaan pajak setelah dilakukan pemeriksaan pajak.
	Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul “PERANAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI) DALAM MENUNJANG PERENCANAAN PEMERIKSAAN PAJAK”. 




1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah
1.2.1 Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah kemukakan sebelumnya, penulis dapat mengidentifikasikan permasalahan yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut :
1. Adanya beberapa Reformasi Perpajakan yang salah satunya adalah Reformasi dalam Prosedur sehingga Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menulis ulang Standard Operating Procedures (SOP) yang digunakan oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
2. Setelah Reformasi Perpajakan dan dibuat aturan yang jelas, bahwa hanya pemeriksa pajak (fiskus) yang boleh memeriksa, jumlah petugas pemeriksa pajak langsung berkurang banyak. Sehingga jumlah petugas pemeriksa pajak menjadi tidak seimbang dengan jumlah kasus yang harus diperiksa. Sehingga diperlukan suatu perencanaan pemeriksaan pajak agar dapat mengefesiensikan waktu dan biaya pemeriksaan pajak.
3. Ditulis ulangnya Standard Operating Procedures (SOP) yang merupakan sistem pengendalian intern (SPI) pada KPP Pratama Bandung Cibeunying dan berkurangnya petugas pemeriksan pajak. Dengan pelaksanaan Standard Operating Procedures (SOP) yang baik, diharapkan dapat membuat perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan pajak baik pula serta dapat mengefesiensikan biaya pemeriksaan pajak.


1.2.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah diatas, penulis dapat merumuskan masalah yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut :
1. Bagaimana pelaksanaan sistem pengendalian intern pada KPP Pratama Bandung Cibeunying.
2. Bagaimana perencanaan pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Bandung Cibeunying.
3. Seberapa besar peranan sistem pengendalian intern dalam menunjang perencanaan pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Bandung Cibeunying.  

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian
Penelitian yang dilakukan mempunyai maksud dan tujuan bagi peneliti dan juga bagi instansi yang diteliti, adapun maksud dan tujuan penelitian dalah sebagai berikut : 
a. Maksud Penelitian
Maksud dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam menunjang perencanaan pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying.
b. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya, penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan :
1. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem pengendalian intern pada KPP Pratama Bandung Cibeunying.
2. Untuk mengetahui perencanaan pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Bandung Cibeunying.
3. Untuk mengetahui seberapa besar peranan sistem pengendalian intern dalam menunjang perencanaan pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Bandung Cibeunying.

1.4 Kegunaan Penelitian
Penelitian yang dilakukan mempunyai beberpa kegunaan, diantaranya : kegunaan akademis dan kegunaan praktis. 
1.4.1 Kegunaan Akademis
Kegunaan akademis ini mencakup kegunaan bagi perkembangan ilmu akuntansi, kegunaan bagi peneliti dan kegunaan bagi peneliti selanjutnya yang dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Bagi Perkembangan Ilmu Akuntansi
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan ilmu dan pengetahuan tentang Perpajakan dan Standard Operating Procedures (SOP) yang di gunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada petugas pemeriksa (fiskus) untuk melaksanakan tugasnya sehari-hari serta perencanaan pemeriksaan pajak yang terdapat dalam persiapan pemeriksaan pajak berdasarkan Kep-DJP No.01/PJ.7/1990, sehingga dapat melengkapi bahan pembelajaran yang dibutuhkan.


2. Bagi Peneliti
Penelitian ini memberikan tambahan pengetahuan tentang pentingnya penerapan Standard Operating Procedures (SOP) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang dapat digunakan sebagai alat kontrol atau alat pengendalian yang dapat mengatur jalannya kegiatan pemeriksaan agar dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan target.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi yang berkaitan dengan Perpajakan dan peranan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam menunjang perencanaan pemeriksaan pajak. Perbedaan antara Perpajakan sebelum adanya Reformasi dan Perpajakan setelah dilakukan Reformasi atau disebut sebagai modernisasi Perpajakan. 

1.4.2 Kegunaan Praktis
Kegunaan praktis adalah kegunaan yang ditujukan kepada instansi tempat dilakukannya penelitian, dalam hal ini adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying secara keseluruhan dan bagi petugas pada bagian fungsional pemeriksaan pajak, yang dapat diuraikan sebagai berikut :
a. Kegunaan Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying
Dengan dilakukannya penelitian ini, KPP Pratama Bandung Cibeunying dapat mengetahui bahwa Standard Operating Procedures (SOP) yang diterapkan berfungsi sebagai alat pengendalian dan juga Standard Operating Procedures (SOP) dibuat semata-mata untuk melindungi agar para petugas pemeriksa pajak dalam melaksanakan tugasnya, sehingga dapat terhindar dari hal-hal yang dapat menimbulkan masalah.
b. Kegunaan Bagi Petugas Dibagian Pemeriksaan
Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada para petugas pemeriksa pajak, sehingga pemeriksa pajak dapat merencanakan dengan baik pemeriksaan pajak yang akan dilaksanakan agar target pemeriksaan dapat tercapai serta dapat menilai kinerja dari para petugas pemeriksa pajak.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitiannya sedangkan waktu penelitian merupakan jangka waktu dilakukannya penelitian dari awal dilakukannya penelitian sampai dengan penelitian tersebut selesai dilaksanakan.
a. Lokasi Penelitian
Penelitian dilakukan disalah satu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Cibeunying, yang berlokasi di Jalan Purnawarman No.21 Bandung, Telepon (022) 4207897, (022) 4232765 dan Fax 4239107. Dimana penelitian ini lebih di fokuskan pada divisi fungsional pemeriksaan pajak. 




b. Waktu Penelitian
Penelitian dilaksanakan secara sistematik agar hasil dan waktu yang diperoleh sesuai dengan harapan yang diinginkan maka diperlukan perkiraan waktu yang dibutuhkan dalam melaksanakan penelitian. Adapun pelaksanaan waktu penelitian dilakukan mulai dari bulan Oktober 2009 sampai dengan bulan Februari 2010.
Adapun tahapan-tahapan dalam melaksanakan penelitian ini adalah melalui tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan dan tahapan pelaporan. Dalam tahapan persiapan, peneliti mempersiapkan judul penelitian, membuat outline dan proposal penelitian, mengambil formulir penyusunan penelitian dan meminta surat pengantar ke perusahaan/instansi yang dijadikan sebagai objek penelitian. Dalam tahapan pelaksanaan, peneliti melakukan bimbingan proposal penelitian, mendaftar seminar penelitian, melaksanakan seminar penelitian, mulai melakukan penelitian dan mengumpulkan data serta melakukan penyusunan penelitian. Dalam tahap pelaporan, peneliti melakukan bimningan penelitian, mendaftar siding penelitian, menyiapkan draft penelitian, melaksanakan siding akhir penelitian, malekukan penyempurnaan penelitian dan melakukan pengadaan penelitian.
Untuk lebih jelasnya tahapan-tahapan pelaksanaan dalam pelaksanaan penelitian, dapat dilihat dalam tabel 1.3.



Tabel 1.3
Waktu Pelaksanaan Penelitian
	Tahap
	Prosedur
	Bulan & Tahun

	
	
	Okt 2009
	Nov 2009
	Des 2009
	Jan 2010
	Feb 2010

	I
	Tahap Persiapan:
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1.
	Mempersiapkan judul
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2.
	Membuat outline dan proposal
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3.
	Mengajukan judul proposal
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4.
	Mengambil formulir penyusunan skripsi
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5.
	Menentukan tempat penelitian
	 
	 
	 
	 
	 

	
	6.
	Meminta surat pengantar ke perusahaan/instansi
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Tahap Pelaksanaan:
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1.
	Bimbingan proposal
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2.
	Daftar seminar UP
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3.
	Seminar UP
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4.
	Penelitian dan pengumpulan data
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5.
	Penyusunan skripsi
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	Tahap Pelaporan:
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1.
	Bimbingan skripsi
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2.
	Daftar sidang skripsi
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3.
	Menyiapkan draft skripsi
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4.
	Sidang akhir skripsi
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5.
	Penyempurnaan skripsi
	 
	 
	 
	 
	 

	
	6.
	Pengadaan skripsi
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